
 
 

 
 
 

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU 
 

 

 

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU 
NOMOR  9  TAHUN 2010 

 
TENTANG 

 
PELAYANAN KESEHATAN 

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  PROVINSI KEPULAUAN RIAU 
SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

 
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, 

 
Menimbang 
 
 

: a. bahwa kesadaran masyarakat akan hidup sehat dapat 
mempengaruhi meningkatnya kebutuhan pelayanan dan 
pemerataan yang mencakup tenaga, sarana dan prasarana 
baik jumlah maupun mutu, oleh karena itu diperlukan 
pengaturan untuk melindungi pemberi dan penerima jasa 
pelayanan kesehatan; 
 

  b. bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan Rumah 
Sakit Umum Daerah lebih dititik beratkan pada upaya 
penyembuhan penderita dan upaya peningkatan 
kesehatan (promotif) pencegahan penyakit (preventif), 
penyembuhan penyakit (kuratif) serta pemulihan 
kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan bersama-sama 
antara pemerintah dan masyarakat secara menyeluruh, 
terpadu dan berkesinambungan; 
 

  c. bahwa berdasarkan perkembangan keadaan dan semakin 
meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan 
masyarakat yang memerlukan dukungan dana seimbang 
untuk operasional, maka dipandang perlu untuk 
melaksanakan pengaturan yang mengarah pada sistem 
yang terpadu, adil, efektif dan efisien serta dapat 
menggerakkan peran serta masyarakat dalam 
pembiayaannya; 
 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c  perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan Rumah 
Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai 
Badan Layanan Umum Daerah; 
 



 

 

 

Mengingat 
 
 

: 
 

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah  dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 
2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4048); 
 

  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 
 

  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang 
pembentukan Provinsi Kepulaun Riau (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237); 
 

  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 
 

  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

  6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4431); 
 

  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
 
 
 



 

 

  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

  9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5063); 
 

  10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5072); 
 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang 
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3637); 
 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang 
Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 
138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3781); 
 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502); 
 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 
 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 
 



 

 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4741); 
 

  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Badan Layanan Umum Daerah; 
 

  19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 
HK.02.02/Menkes/068/1/2010 tentang Kewajiban 
Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan Pemerintah; 
 

  20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
302/Menkes/SK/III/2008 tentang Harga Obat Generik 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri 
Kesehatan Nomor :  HK.03.01/Menkes/146/1/2010 
tentang Harga Obat Generik; 
 

  21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor :  
HK.03.01/Menkes/159/1/2010 tentang Pedoman dan 
Pengawasan Penggunaan Obat Generik di Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan Pemerintah; 

    

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
 PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

 
dan 

 
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN KESEHATAN 
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU 
SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

    

Pasal 1 

 Dalam Peraturan  Daerah ini yang dimaksud dengan: 

  1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kepulauan Riau. 

  2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.   
 

  3. Kepala Daerah adalah Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. 
 

  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disebut DPRD adalah DPRD Provinsi Kepulauan Riau. 
 

  5. Lembaga Teknis Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat 
Daerah setingkat badan/kantor/rumah sakit yang dalam 
menjalankan opersionalnya bertanggung jawab langsung 
kepada kepala daerah. 
 

  6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 
BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau 
Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di 
lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk 
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa 
penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa 
mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam 
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi 
dan produktivitas. 
 

  7. Pejabat BLUD adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu 
dibidang pengelolaan BLUD sesuai dengan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku. 
 

  8. Pemimpin BLUD SKPD adalah Direktur Rumah Sakit Umum 
Daerah Provinsi Kepulauan Riau. 
 

  9. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum 
Daerah Provinsi Kepulauan Riau. 

 
  10. Fleksibilitas adalah Keleluasaan pengelolaan 

keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang 
dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.  


